
 
  

BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR  

         SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 52 TAHUN 2024 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai dan 

pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di 

lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata 

kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 

Tahun 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 

Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 

Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 885); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah 

diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. 

7. Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan 

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai 

bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur 

peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja 

instansi. 

8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Fungsional pada Instansi Pemerintah. 

10. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator 

adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada 

Instansi Pemerintah. 

11. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional 

yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah 

pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional 

melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang 

setara. 

12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam 

modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam 

modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten 

Banyuwangi. 

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 

dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 

14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas 

persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku 

usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 
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15. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas 

atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang 

dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

16. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, 

dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk 

penandatanganannya atas nama penerima wewenang. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah 

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Kabupaten. 

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal 

dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

 

(1) Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

membawahi :  

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Kelompok jabatan fungsional. 
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(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 

BAB IV 

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Kepala Dinas 

Pasal 5 

 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan 

dinas; 

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

menetapkan perijinan dan non perijinan dan penyelenggara 

mal pelayanan publik dengan merujuk pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh 

sekretariat dan sub bagian; 

c. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

d. melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

g. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program 

dan kegiatan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 

h. menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD 
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Kabupaten, mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, membuat Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, menyusun bahan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

i. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas; 

j. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat 

fungsional di lingkungan Dinas; 

k. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar 

sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan 

ketentuan yang berlaku; 

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

n. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan 

pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Dinas Mempunyai Fungsi: 

1. Fungsi Penanaman Modal: 

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, 

rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman 

modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun 

wilayah. 

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan 

deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah. 

c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal 

lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha 

melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan 

kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup 

daerah. 

d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi 

penanaman modal lingkup daerah. 

e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam 

dan luar negeri. 

f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi 

penanaman modal. 

g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal 

berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian 

permasalahan penanaman modal; 

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban 

perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 

kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan. 

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem 

informasi penanaman modal. 
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k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, 

perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, 

dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan sektor usaha. 

l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, 

promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, 

pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem 

teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan 

nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi 

dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan. 

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan 

nonperizinan. 

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, 

pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan. 

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha 

dan nonperizinan. 

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan 

perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan 

berusaha dan nonperizinan. 

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada 

masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha 

dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

i. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan 

nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

j. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi 

dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan. 

k. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan 

nonperizinan. 

l. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, 

pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan. 

m. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka 

pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

n. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha 

dan nonperizinan. 

o. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan 

perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan 

berusaha dan nonperizinan. 
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p. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan 

masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada 

masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha 

dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Fungsi Pengaduan dan Pelaporan Layanan: 

a. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, 

mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, 

memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, 

memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, 

mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi 

pelayanan perizinan dan nonperizinan; 

b. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, 

merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, 

merancang, mengidentifikasi, mengoordinasikan, mengolah, 

memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, 

mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, 

harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta 

sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam 

penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan; 

c. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, 

mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, 

mengoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, 

mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, 

merumuskan standar layanan, mengolah, 

mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, 

mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan 

sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan 

dukungan administrasi serta peningkatan layanan, 

menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan 

pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, 

murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang 

efesien dan efektif. 

(3) Dalam menyelenggaran fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan. 

 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 6 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi 

umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan 

program, hubungan masyarakat dan protokol. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan 

protokol; 
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b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan 

anggaran di lingkungan dinas; 

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas; 

d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; 

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan 

tatalaksana; 

f. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan 

perangkat daerah terkait; 

g. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ganti rugi, tindak 

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyiapan bahan dan 

penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas 

dan surat menyurat; 

h. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja utama dinas; 

i. pengoordinasian penyusunan indikator kinerja individu dinas; 

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Sekretaris mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat 

dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan; 

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan 

protokol; 

g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan 

anggaran di lingkungan dinas; 

h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas dinas; 

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; 

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan 

tatalaksana; 

k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang 

administrasi dengan perangkat daerah terkait; 

l. melaksanakan dan mengoordinasikan urusan ganti rugi, tindak 

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, penyiapan bahan dan 

penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas 

dan surat menyurat; 

m. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama dinas; 

n. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu dinas; 

o. mengoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis dinas; 

p. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, 

Rencana Kerja tahunan serta kegiatan operasional dinas; 

q. mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan 

penilaian/pengukuran kinerja dinas/Individu; 

r. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dinas dan individu; 

s. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN 

dan LP2P dilingkungan dinas; 
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t. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan 

LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun lingkup dinas; 

u. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan 

LKPD setiap akhir tahun lingkup dinas; 

v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan 

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

Pasal 7 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja dinas; 

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, 

urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian 

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk 

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta 

pengembangan karier; 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai tugas dan fungsinya; dan 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

Bagian Ketiga 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau dapat melalui 

pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki 

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional 

sesuai dengan jenjang jabatannya; 

(2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas memberikan 

pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan 

ketrampilan sesuai peraturan perundang-undangan; 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, 

beban kerja dan kemampuan keuangan daerah; 

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya 

diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 
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BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 9 

 

(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam 

lingkungan Dinas maupun dengan lembaga teknis lainnya. 

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinasnya 

berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan 

bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

masing-masing. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 10 

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, 

penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh 

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
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Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

 Ditetapkan di Banyuwangi  

 Pada tanggal 17 September 2024 

 BUPATI BANYUWANGI, 

 

             Ttd. 

 

  IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 

 

 

Diundangkan di Banyuwangi 

Pada Tanggal 17 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI, 

 

Ttd. 

 

H. MUJIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 NOMOR 52 



 

LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 52 TAHUN 2024 

TENTANG  

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI 

 

 
 

BUPATI BANYUWANGI, 
 
              Ttd. 
 

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS 


